
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka perlu penyesuaian terkait dengan urusan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser 14 Tahun
2015 tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor
14 Tahun 2015 tentang Penggunaan Produk Lokal
Unggulan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun
2015 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada angka 13 BAB I Pasal 1 dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.  Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai   unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Paser.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Paser.

5.  Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah
Kabupaten Paser.

6. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya
disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang
sebagian besar atau seluruh modal berasal dari
kekayaan Negara yang dipisahkan serta membuat
suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai
wilayah kerja di Kabupaten Paser.

7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat
BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan
dimilki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai
wilayah kerja di Kabupaten Paser.

8. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan
bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah
atau sekelompok kecil pemegang saham atau
anggota-anggota perusahaan yang tidak
menawarkan atau memperdagangkan stok (saham)
perusahaannya kepada masyarakat umum melalui
pasar saham, namun saham perusahaan
ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau
dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah
kerja di Kabupaten Paser.



9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas,
bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan
untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

10. Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk baik
berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang
potensial untuk dikembangkan memanfaatkan
semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik
sumber daya alam, sumber daya manusia dan
budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi
masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan
menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan
masyarakat setempat sebagai produk yang potensial
memiliki daya saing daya jual dan daya dorong
memasuki pasar global.

11.Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang
memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13. Dihapus.

14.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh
orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan
nilai dan prinsip Koperasi.

15. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar
disertai dengan pembinaan dan pengembangan,
dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,
saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

16.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh
perseorangan atau badan usaha terhadap sistim
bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang/jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau
digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waralaba.



17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara
eceran, yang dapat berbentuk minimarket,
Supermarket, Departement Store, hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

18.Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu
wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang
dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan
produksi produk lokal.

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 11 huruf b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan
pada :
a. sentra produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
b. kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
c. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
d. kelompok Tani; dan
e. koperasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan  di Tana Paser
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana  Paser
pada  tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 35



No. Nama Jabatan Paraf

1. Kusnedi Kasubbag Produk Hukum Daerah

2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum

3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan

4. H. A.S.Fathurrahman Sekretaris Daerah


